DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. f:f:}ivga Negara menjamin kebebasan memeluk agama dimana setiap Orang
) jib menghormati dalam menjalankan agamanya masing-masing, maka
esuai dengan adat istiadat yang ftercermin dalam lambang Dacrah
memandang, perlu mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dalam menjalankan ibadah agamanya;

b. bahwa untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan mendukung
pt.elaksanaan ibadah di Daerah ini yang penduduknya mayoritas muslim,
dipandang perlu untuk mengatur kegiatan dan larangan pada bulan Ramadhan;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditctapkan dengan
Peraturan Daerah.

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang,
Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I di
baran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Mengingat : L. Undang-Undang
Darurat Nomor 3

Kalimantan (Lem

Negara Nomor 2);

2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

-Undang Nomor

3. g:nmdmdanlglé?m dangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomo® 27 Tahun lzfuic . Atk ity bt
Undang Nomor 8 Tahun 1981 . REL cioass Fwiar (entbaran
Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

or 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

6. Peraturan Pemecrintah Nom - i Seb .
Pemerintah dan Kewenangal propinsi Sebagai Dacrah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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7. Peraturan Pemer:
Pengawasan :ltzzmlfg I\:()mor 20 Tahun 200] tentang Pembinaan dan
Tahun 2001 Nomor 4lnyc ®Nggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

» Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Daerapy
11 Tahun 1990
Pemerintah Kapy,
Daerah Tahuyn 19

Kabupatep Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai Selatan Nomor
tentang Penyig

ik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
9paten Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai Sclatan (Lembaran
1 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 9);

9. Peraturan Daerah Kaby

entang Kewenangan pe
Daerah Tahun 2000 N

pate'n Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000
merintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
mor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN PADA BULAN
RAMADHAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

(3]

. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai. Selatan yang terdiri dari
Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

. Kegiatan tempat hiburan adalah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan

i untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik
ryn;l;mgs:gag’;;iauﬁjﬁgm maupun diluar ruangan dengan maksud untuk bersenang-
senang;

mbong dan sejenisnya adalah kegiatan jual beli makanan dan

Membuka restoran, warung, 10 secara langsung ditempat tersebut;

atau minuman yang disediakan untuk santap : : .
snya ialah tempat kegiatan jual beli makanan dan minuman
akan berbuka puasa;

sering berkumpul atau bertemu dan saling

Pasar Wadai atau yang sejeni
untuk menyediakan orang yang

Tempat Umum ialah tempat dimalila n?:;ﬂg
berkomunikasi yang disediakan untux t .



BAB 11

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 2

f;,c-(g:aakunlabﬂilas sesuai ketentuan yang bl:rﬂlz’kum dan taqwa, transparansi dan kepastian hukum

Pasal 3
Kegiatan bulan Ramadhan dilaksanakan dengan tujuan

2. Meningkatnya keimanan masyarakat dengan menjalankan Puasa sesuai hukum agama

b. Meningkatnya fungsi dan peranan ke

. agamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat demi keadilan sosial pay Y J

Bagian Kedua
Kegiatan Bulan Ramadhan

Pasal 4

(1) Masyarakat wajib menyambut bulan Ramadhan
(2) Bentuk penyambutan bulan Ramadhan dilakukan dengan :
a. Mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan, fasilitas-fasilitas umum, tempat-tempat
ibadah (Mushalla, Langgar dan Masjid)

b. Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi untuk penyambutan bulan Ramadhan
dengan cara meyampaikan pengumuman melalui media massa baik cetak maupun
elektronik, seruan-seruan melalui famflet, leaflet dan spanduk/umbul-umbul untuk
menyambut,memuliakan dan mengisi bulan Ramadhan, dengan ibadah Puasa dan ibadah
Sunnah lainnya.

BAB I
KETENTUAN LAR ANGAN

Pasal 5

(I) Dalam bulan Ramadhan, dilarang meclakukan kegiatan berupa membuka tempat hiburan,
restoran, warung rombong dan sejenisnya ;
@) Larangan membuka dan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berlaku
sclama bulan Ramadhan;
(3) Dilar . kok direstoran, warung, rombong dan yang sejeni
ang minum dan atau mero X yang scjenisnya
Sehaga: mAK;?makgud pada ayat (1) dan tempat-tempat umum dari mulai wakty imsyak
$ampai dengan berbuka puasa.
1) Acara b i nakan olch scscorang/badan baik mclalui tempat ib dah
akan sahur yang dilaksanaka A pat 1ba
alau ben;%l:rparﬁsipasi launn'y ya dimulai paling cepat pada pukul 03.00 wita

Pasal 6

(

Pengec. . " _
"™8eCulian terhadap ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada :
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pengecualian terhadap Ketentuan sebag

a. Membuka restoran, warung,
pukul 17.00 Wita d

aimana dimaksud ¢

rombong dan sejenic ' !

an keeiag. >elenisnya untuk keperluan berbuka puasa mulai

in kegiatan usaha pada malam hari. ’

crjualan makan d; i

b. B‘.rfu-d_ L kan c‘ian THRUM untuk keperfyan berbuka puasa pada pasar wadai atau yang
sejenisnya yang membukg dagangannya mulai pukul 14,00 Wita

alam Pasal 2 berlaku pada

.. Kegiatan usaha ju ol . ‘
- ;;x:gkungun pu%aJr f)lats:zi;\/tghm makan dan minum untuk keperluan rumah tangga baik pada
. Csa serta warung aianion y tidake lstigsune dikonsums;
pada tempat tersebut, ng dan scjenisnya yang tidak langsung dikonsums

Pasal 7

Bagi hotel atau restoran yYang mela

i Yani para tamu asing (Internasion: t diberikan dispensasi
khusus oleh Bupati setelah mendg P ing (Internasional) dapat diberi pe

pat pertimbangan DPRD.

BAB 1v
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap orang
sejenisnya maupun terhada
sebagaimana dimaksud dal
Praja.

yang membuka tempat hiburan, restoran, warung, rombong dan yang
p orang yang makan, minum dan/atau merokok ditempat umum
am Pasal 2 secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

@ lakukan pelanggaran terhadap . .

R e e T
atau denda paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

paling

Pasal 10

. .1 ebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada pihak yang
Dengan ok menlgluranan g[l, l\,e l?:};‘:ﬁ;" dsimaﬁsud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
;‘:f[:]ﬁ:‘liar . l:el;::(;ap iz?z :silaia yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

rasi ter )

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 11

gas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap

D dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh

Y tu
Selain Pejabat Umum  yang :;an
Pelanggaran atas ketentuan-kete
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., Wewenang Penyidik scbagaiman, dimakg
@ Menerima laporan atay Ud,p ada ayat (1) adalah -

a. uan . i
pelanggaran Peraturan Dacrah ; dar seesorang mengenai adanya tindak pidana atas

%
g.
|
?
;

¢ Menyuruh berhenti 8€8corang dan memeriksa tand, pengenal diri tersangka
d. Melakukan penyitaan benda aggy, surat; ’
¢. Mengambil sidik jari dan memotreq sescorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

sclanjutnya meclalui Penyidik  memberitahuka hal t tut
. At Kl " n crscbut kepada penuntut umum,

i Mengadakan tindakan lain menuryt hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum scsuai dengan kctentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Dacrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

i i i Peraturan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan .
Dacrah inj dcnganl;)m&mxixatapna;ya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan,

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 September 2005




jundangkan di Kandangan
pada anggal 23 September 2005

GEKRETARIS DALERAFH
¢ ABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

N DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SERI E NOMOR SERI 3

LEMBARA
TAHUN 2005 NOMOR 30
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR |3 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN PADA BULAN RAMADHAN

L UMUM

Negara menjamin kepada warga ne

garanya untuk menjalankan agama yang di peluknya,
hal ini di amanatkan dalam Undang

-Undang Dasar 1945. Dalam mendukung apa yang
menjadi hak asasi manusia dimaksud, maka kegiatan keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan perlu dilaksanakan dengan baik sesuai adat istiadat masyarakat yang menjadi simbol
Lambang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Ketentuan Kegiatan Dan Larangan Pada Bulan Ramadhan, maka kegiatan keagamaan dalam

wilayah ini menjadi semarak dalam suasana yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan
ibadah di daerah ini.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasa] g

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasa] 10
Cukup Jelas



pagalild

pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN

N LEMB i

Al ARAN DAE

PATEN HULU SUNGAI SELI;{‘T};“J
NOMOR 72 ‘
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